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Menimbans

TENI AN(i

PENETAPAN KEBIIAKAN WHISTLE BZOI'?NC DI LINGKUNGAN PT TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR. PRAMBANAN DAN RATU ROKO

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS P'T TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR.
PRAMBANAN DAN RATU BOKO

Mengingat : l.

2.

bahwa untuk menyempumakan kebijakan Cood Oorporate Golernance
(CCC) perusahaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan lang
bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta

persaingan usaha tidak sehat, periu memperkuat mekanisme pcncegahan

dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan alau
penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan Perusahaan;

bahwa sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan Good
(-.orporate (jo|enlunce (CCG). perlu melakukan Penetapan Kebijakan
lllhistle Bloting di lingkungan PT 'laman Wisara Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan
Komisaris:

bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan
Surat Keputusan Direksi tentang Penctapan Kebijakan Whistle Blo\\,ing
di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu
Bokoi

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme:
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tcntang Komisi penberantasan

Ti.dak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
tJndang Nomor 20 tahun 2001;
tJndang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara:

4. Undang-Undang Nomor I3 tahun 2006 tcntang Perlindungan Saksi dan
Korban;

Jl Raya YAya - Solo Km.16 PEmbanan

P +$2274 4 402t+62274 4 406

E : info@borcbudulpalk.@.id

K.nlor P.Mxll.n Jak.rt!
Kanlor G.duno P.ngelola TMll Ll. 3
Jl. Ray6 T.m.n Mni Ja kana Timu. I 3560
P : +62 21 3,lO 3400 ert 110 / 179
E : takana@boobuduaal(,mjd
w,bsobudurD.rt.c.n

PT Tamn wer. c.ndl Bobbodur, Pr.mb.n.n dan R.tu Boko



5. tJndang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kcterbukaan Informasi
Publik:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang l'ata Cara

Pelaksanaan Peran Serla Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pembe.antasan Tindak Pidana Korupsi:

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pemerintah Nomor : 7 tahun 2012 tentang Wistle Blowing System

dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;

8. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oieh Notaris Soeleman
Ardjasasmita, Sll Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 yang terakhir
diubah dengan Akta Nomor: 06 tanggal i I Januari 2022 Jo. Akta
Nomor: 0l tanggal I Maret 2022 oleh Nolaris Ir. Edwin Rusdi, S.H.,
M.Kn,M.Hum;

9. Surat Keputusan Menteri BUM\I selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko
Nomor: SK-102/MBU/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang
Pemberhentian. Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan

Pengangkatan Anggota-,{nggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Taman Wisata Candi Borobudur- Prambanan & Italu Boko.lo
\omor: SK-299/MB {-V1212018 lentang Pcmberhenrian dan

Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)

Jo. Nomor: SK-01/MBU/o1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tenrang
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

l0.Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Taman Wisata Candi

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Nomor :

: SK.38/DIKOM.IWC/XIV20l8.
langgal 3l Desember 2018 tentang Penetapan Kebijakan Cood
Corporatc Govemance (CUG) di lingkungan PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

I l.Surat Keputusan l)irektur Utama Nomor: I Iahun 1981 tanggal 6 Maret
l98l tentang Pemturan Kepegal'aian Perusahaan;

12.Sura1 Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei
1983 tentang l,andasan Kebijaksanaan PT. Iaman Wisata Candi
Borobudur & Prambanan:

l3.Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2021 tanggal I

Februari 2021 lentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan

Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi tsorobudur,
Prambanan & Ralu Boko (Pcrsero);

l4.Surar Keputusan Direksi Nomor: 59/DIREKSI/2021 ranggal 30

September 2021 tentang Perubahan Surat Kepurusan Direksi Nomor:
SK.08/DIREKSy2021 tcntang Penelapan Struktur Organisasi, Uraian

SK.4l/DlRF-KSI/2018: Nomor



Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan pT 'laman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

MEMUTT]SI'A.N

Menetapkan : SUI{AT KEPUTUSAN DIRXKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING DI
LINCKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR,
PRA.MBANAN DAN RATU BOKO:

BAB I
KITENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Surat Keputusan Direksi dan l)ewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

( I ) Whistle Blower, selanjutn) a d isebut sebagai WB adalah Orang di dalam perusahaan yang
memiliki inlormasi atau akses infbrmasi dan mcngadukan perbuatan yang terindikasi
penyimpangan dalam proses kegiatan Perusahaan

(2) Whistle Blowing System. vang selaniurnya disebut WBS adalah system pelaporan
pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan
kecurangan dan/atau pelanggaran hukum dan clika serta misconduct lainnya yang
dilakukan oleh Pegawai dan/atau pejabat dan/atau pihak lain dalam perusahaan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

(3) Whistle Blowing Sysrem based on Wcb, yang selanjutnla disebut WBS based on Web
adalah system pelaporan pelanggaran yang memullgkinkan setiap orang untuk
melaporkan adanya dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran hukum dan etika serta
misconduct lainnya berbasis web ]ang disediakan untuk dimanlaarkan oleh WB guna
mengadukan dugaan pelanggaran dimaksud

(4) Verifikator adalah petugas indepcnden yang ditunjuk Direksi unruk melakukan
komunikasi dan verifikasi data dan/atau informasi 1,ang disampaikan oieh WB

(5) Penelaah adalah petugas )ang ditunjuk oleh Direksi unruk melakukan telaahan terhadap
pengaduan yang disampaikan oleh WB

(5) Administrator adalah perugas _vang ditunjuk oleh Direksi untuk mengatur. mengelola dan
mengarvasi operasional aplikasi berbasis \!eb dalam Whistle Blo\ling System

(6) Perusahaan adalah PT Taman Wisara Candi Borobudur. Prambanan dan Ratu Boko



('7) Direksi adalah Direksi pT Taman Wisata Candi Borobudur, prambanan dan Raru Boko

(8) Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris pT Taman Wisata Candi Borobudur.
Prambanan dan Ratu Boko

(9) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan memiliki ikatan pekerjaan dengao perusahaan

BAB II
PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Asas-Asas

Pasal 2

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan
mafiabat manusiA rasa aman, kemhasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah
dan kepastian hukum

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus kompsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) dalam kegiatan Perusahaan;

b. Mendorongpengungkapanpenyimpangandan/ataupenyalahgunaankewelangan
dalam kegiatan Perusahaan

c. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada WB
dalam rangka pemberantasan korupsi dalam kegiatan Perusahaan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yaitu :



a. Pengaduan based on web dan pengaduan personal;
b. PenyelenggaraanWBS;
c. Hak dan Kewajiban WB;
d. Tindak lanjut usulan WB

BAB III
PENGADUAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 5

Mekanisme Pengaduan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris
tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini

Bagiao Kedua
Bentuk pengadusn

Pasal 6

Bentuk Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris
ini yaitu:

a. Pengaduan secara personal) yaitu Pengaduan yang dilakukan oleh WB secara

langsuttg (face lo lace) danlatau menggunakan fasilitas sumt-menyurat yang sah

dengan tim yang ditunjuk

b. Pengaduan based on web, yaitu Pengaduan yang dilakukan oleh WB dengan
menggunakan fasilitas online danlatau melalui sarana media intemet melalui situs
co.porate@borobudurpark.co.id

Bagian Ketiga
Administrator, Srtuan Verifikator dan Penelaah Pengadu&n

{dministrator
Pasal 7

(1) Dewan Komisaris menunjuk Corporate Secretary sebagai administrator pengaduan secara
personal



(2) Dewan Komisaris menunjuk IT planning dan Governance Manager sebagai
Administrator Pengaduan based on web

Verilikator dan penelaah

Pasal 8

(l) Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris membentuk tim
verifikator dan penelaah pengaduan WB yang terdiri dari unsur pimpinan dalam
perusahaan melalui Surat Keputusan Dewan Komisarjs

(2) Tim verifikator dan penelaah sebagaimana dimaksud ayat (l) mendapatkan persetujuan
Komisaris Utama

(3) Jangka waktu tim verifikator dan penelaah pengaduan WB adalah I (satu) tahun dan
dapat diperyanjang untuk I (satu) kali dengan susunan tim yang sama

Bagian Keempat
Kriteria dan Data Pengaduan

Kriteria
Pasal 9

(l) Pengaduan yang disampaikan melalui WBS hanya dalam lingkungan kerja di pT Taman
Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko

(2) Pengaduan yang disampaikan oleh WB berupa penyimpangan dan/atau penyalahgunaan
kewenangan pada kegiatan perusahaan

(3) Pengaduan yang memiliki indikasi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan,
yaitu :

a. Pelaksanaan operasional Perusahaan oleh pejabat dadatau Pegawai yang tidak
sesuai dengan deskripsi pekedaan (iob description) sesuai dengan ketentuan
Perusahaan

b. Penggunaan wewenang yang ada daripadanya atas dasar yang sah melebihi
dan/atau mengurangi substansi wewenang yang diberikan oleh ketentuan
perusahaanj sehingga dapat berdampak dan/atau berpengaruh pada melemahnya
situasi dan/atau stabilitas Perusahaan dan kenyamanan bekerja



c. Intervensi berlebihan dari pemegang wewenang dalam perusahaan kepada
sebagian dan/atau keseluruhan produk kebijakan perusahaan dar/atau mengenai
perjanjian dengan pihak ketiga sehingga menyimpang dari ketentuan pemturan
Perundang-Undangan yang berlaku

(4) Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam kegiatan perusahaan,
meliputi :

a.

b.

c.

d.

(5) Berkaitan dengan pengaduan indikasi pelanggaran pidan4 maka mekanisme mensacu
dengan hukum pidana yang berlaku

Data
Pasal 10

Data pengaduan WB berisi informasi, yaitu :

lndikasi penipuan;

lndikasi pemalsuan;

Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dari/atau
Indikasi persaingan usaha tidak sehat

(t)
(2)

Nama dan asal satuan kerja;
Keterangan mengenai :

a.

b.

c.

d.

Bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang berupa :

a. Data dar/atau Dokumeni
b. Gambar dan/atau tampilan visual lainnya;
c. Rekaman suam dan/atau tampilan audio lainnya

Keakuratan dan Originalitas dari data yang menjadi buki pengaduan akan ditindaklanjuti
oleh verifikator dan penelaah

Pelaku;

Macam perbuatan yang terindikasi dar/atau dianggap terdapat penyimpangan
dan/atau penyalahgunaan wewenang;
Waktu penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dilakukan;
Unit kerja dimana penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dilakukan

(3)

(4)



BAB IV
FUNGSI DAN WEWENANG

Admitristrator, Verifi kator dan penelaah pengaduan

Bagian Kesatu
Fungsi Administator

Pasal l1

Fungsi Administrator dalam WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris
iniyaitu:

a. Penampung Pengaduan yang diterima dari WB, baik secara personal maupun
based on web

b. Penyedia dan pengelola sarana danlatau prasaraan pengaduan, baik pengaduan
secaxa personal maupun pengaduan based on web

c. Regist asi dan pendokumentasian pengaduan WB ke dalam buku registrasi,
termasuk di dalamnya pengumpulan data dalratau bukti lain sebelum
disampaikan kepada verifi kator

d. Pelaksana tindak lanjut secara adminstrasi, berkaitan dengan keputusan yang
diambil oleh verifikator dan penelaah pengaduan

Bagian Kedua
Fungsi Verilikator

Pasal 12

Fungsi Verifikator dalam WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini
yaitu :

a. Menerima laporan Pengaduan WB dari Adminisftator

b. Melakukan verifikasi dan pembuatan kajian untuk proses penelaahan

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dimungkinkan untuk koordinasi
dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku



Bagian Ketiga
Fungsi penelaah

Pasal 13

Fungsi Penelaah dalam WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini
yaitu :

a. Menerima laporan verifikasi Pengaduan WB

b. Melakukan penelaahan berkaitan dengan Pengaduan WB

c. Melakukan tindak lanjut berkaitan dengan Pengaduan WB

Bagian Keempat
Wewewang Administrator

Pasal 14

Administrator memiliki kewenangan yaitu :

a. Memeriksa berkas dan/atau dokumen dari Pengaduan WB berkaitan pengaduan
baik secara personal maupun pengaduan based on web

b. Meminta data dan/atau dokumen yang dianggap kurang memadai dalam rangka
proses pengaduan WB

c. Menyampaikan secara administasi mengenai tindak lanjut dari proses pengaduan

WB atas perintah tim penelaah

d. Menyampaikan pengaduan kepada verifikator ultuk proses selanjutnya

Bagian Kelima
Wewenang Verilikator

Pasal 15

Verifikator memiliki kewenangan yaitu :

a. Meminta keterangan kepada WB apabila diperlukan dalam rangka melengkapi
data dar/atau berkas



b. M€minla data perusafiaan dalam rangka melakukan penelaahan pengaduan yang
telah disetujui ketua tim verifikato.

Memberikan rekomendasi kepada penelaah dalam mngka proses pengaduan

Bagisn Keenam
Wewenang penelaah

Pasal 16

Penelaah memiliki kewenangan yaitu :

a.

b.

c.

Menerima berkas yang telah diiakukan verifikasi oleh tim verifikator

Melakukan penelaahan terhadap pengaduan WB

Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan penelaahan pengaduan

BAB V
TINDAX LANJUT PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pemberlakuan Kebijakan Baru

pasal 17

Bentuk keputusan tim penelaah adalah rekomendasi dan tembusan kepada pemegang
saham

Tindak lanjut atas prcses pengaduan wB dilaksanakan merarui rekomendasi dari tim
penelaah kepada administrator berkaitan dengan perbaikan dan/atau perubahan
administrasi perusahaan

Rekomendasi tim penelaah akan dilaporkan kepada Direksi berkaitan dengan persetujuan
dircksi

Direksi memutuskan kebijakan baru dan/atau kebijakan lama yang dirubah dan/atau
disempumakan dan/atau tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan kestabilan
dan/atau dalam rangka mengamankan perusahaan sesuai peraturan perundlg_Undangan
yang berlaku

(l)

(2)

(3)

(4)



Pasal 18

(1) Tim penelaah memberikan rekomendasi kepada Administrator berkaitan dengan tindak
lanjut pengaduan yang mengarah kepada tindak pidana sesuai peraturan perundang_
U.dangan yang berlaku

(2) Administrator menyampaikan rekomendasi tim penelaah kepada Direksi dan
ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menunjuk Sekretaris perusahaan sebagai wakil da.i
Direksi untuk koordinasi yang baik dengan penegak hukum

(3) Direksi harus dapat menindaklanjLiti proses hukum apabila terbuki bahwa pengaduan
WB berupa rekomendasi tim penelaah merupakan tindak pidana sesuai peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tim Pengawas

Pasal 19

(l) Dalam pelaksanaan WBS, perlu ada tim pengawas dalam rangka meningkatkan
kesadaran mengenai penyelenggaraan WBS yang baik dan independen

(2) Tim pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan persetujuan
Komisaris Utama

(3) Tim pengawas meliba&an unsur Dewan Komisaris dan Intemal Audit perusahaan

(4) Kinerja tim pengawas dibenruk untuk jangka \ ,aktu I (saru) tahun dan dapat diperpanjang
untuk I (satu) kali masajabatan dengan susunan yang sama

Bagian Kedua
Hubungan dengan Tindak pidana

Bagian Kedua
Kewenangan Tim Pengawas

Pasal 20

Kewenangan Tim Pengawas sesuai surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris mi vaitu :



a. Melakukan peninjauM terhadap rekomendasi tim penelaah terhadap pengaduan
WB

b. Memberikan masukan terhadap proses pengaduan WB

c. Mengamati dan memberikan rekomendasi berkaitan dengar kinerja tim dalam
WBS kepada Komisaris Utama

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WB

Bagian Kesatu
Hak WB

Pasal21

(1) WB mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan kaitannya dengan pengaduan yang
bersangkutan berdampak baik untuk kegiatan perusahaa; dan/itau perkembangan
perusahaan

(2) Hak Perlindungan WB, berupa :

a. Identitasdirahasiakan:

b Perlindungan atas hak-hak sebagai saksi berdasarkan pemturan perundans-
Undangan yang berlaku

(3) Penghargaan yang diberikan kepada WB sesuai dengan peraturan perunclang_Undangan
yang berlaku

Bagian Kedua
Kewajiban WB

Pasal22

(l) WB berkewajiban untuk beritikad baik dalam menyampaikan pengaduan

(2) WB Berkewajiban untuk bersikap koopemtifdan mendukung kemajuan perusahaan

(3) WB berkewajiban untuk menyampaikan seluruh infomasi yang diketahuinya dengan
benar



BAB VIII
PEMBIAYAAN WBS

pasal23

Pembiayaan dan Pengembangan serts perneljharaan dalam
pada anggaran perusahaan

kegiatan WBS. dibebankan
(t)

(2t Pembiayaan yang timbul dan/atau yang akan
honorarium tim WBS, dibebankan pada anggaran

Perus:rhaan

timbul berkaitan dengan pemberian
perusahaan sesuai dengan ketentuan

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal diretapkan

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan
diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksidan Dewan Komisaris

Ditetapkan di
Pada tanggal

Dewan Komisaris
tersendiri

: Yogyakarta

| 22 Malet2022

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA



Lampiran

Surat Keputusan Direksi
Nomor : SK.l2IDIREKSI/2022
Nomor : SK. /DEKOM.TWC/ /2022
Ta'l,ggal :22Maret2022
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